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ABSTRAK

Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan

Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpaasar

Hukum Adat yang sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang
tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis artinya mudah berubah, berkembang sesuai
dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Mengenai hukum waris
adat di Indonesia sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah warisan masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat
maupun hukum agamanya. seperti misalnya sistem patrilineal yang dianut dalam sistem
pewarisan adat Bali membawa konsekwensi hanya anak laki-laki yang mempunyai hak
waris atas harta warisan orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak berhak sebagai
ahli waris. Tetapi dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini, sistem
patrilineal yang dianut dalam pewarisan adat Bali tersebut tidak selamanya dianut oleh
masyarakat adat Bali, khususnya yang berada di Kelurahan Sanur Kota Denpasar.

Metode penelitian tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan
menurut ketentuan hukum waris adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan dalam
penelitian 1ni adalah data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan
sekunder), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan study dokumen-
dokumen hukum sedangkan teknik analisis datanya secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang didapat, dalam perkembangan pada masa sekarang ini
khususnya pada masyarakat Bali yang berada di Kelurahan Sanur Kota Denpasar,
hukum waris Adat Bali sudah mengalami perubahan dengan memperbolehkan
pemberian harta warisan kepada anak perempuannya yang telah diatur dalam ketentuan
adatnya yang disebut awig-awig sebagai pedoman bertindak di masyarakat. Hal ini
didukung oleh keterangan responden yang pernah memberikan harta warisan kepada
anak perempuannya, dimana harta warisan berupa tanah tersebut diberikan dengan cara
hibah yang dilengkapi dengan surat keterangan tidak keberatan dari ahli waris lainnya.

Pada kenyataannya hukum adat Bali yang sifatnya terbuka dapat menyesuaikan
dengan perkembangan zaman melalui aturan adatnya yaitu awig-awig memperbolehkan
pemberian warisan berupa tanah kepada anak perempuan melalui hibah yang disebut
jiwadana atau tetatadan. Untuk kepastian hukumnya juga harus mengikuti aturan secara
nasional dengan pembuatan akta hibah dan didaftarkan di Kantor BPN ( Badan
Pertanahan Nasional ) untuk balik nama pemindahan haknya.
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ABSTRACT

Execution of Land Takeover to a Daughter According to the Statement of

Beneficial Law of Balinese Custom in Sanur Sub-district Denpasar City

Custom law that mostly consists of tacit law regulations has dynamic
character means easy to change, develop along with changes and development of
its society. On the custom beneficial law in Indonesia, until today, there has no a
unified regulation stipulating it. Thus, in resolving the beneficiary problems,
people should consider the custom as well as religion laws applied in the areas.
For example, patrilineal system referred to by Balinese causes sons of Balinese to
be the only beneficiary acceptors. Daughters do not have right on the beneficiary.
Nevertheless, in this modern era, some Balinese disobey the custom rule such as
for example, they are in Sanur Sub-district Denpasar City.

Research method used is juridical-empirical approach. Data used are
primary and secondary data (primary and secondary legal material sources). Data
collecting techniques used are interview and documentary study on legal
documents. Data analyzing technique used is descriptive-qualitative.

The results show that in the developed community system of Balinese
especially in Sanur sub-district Denpasar city, the beneficial law of Balinese
Custom has already been changed; now, it is possible to give beneficiary to
daughters. The rule is stipulated in the custom stipulation named Awig-awig as a
guide for the people. It is supported by respondents affirmation that they give
share of beneficiary to their daughters. The share is in the form of land and it is
agreed by other beneficiary acceptors.

The fact is that the open Balinese custom law can keep up with the era
changes. It is proved by the existence of the Awig-awig that allows land
beneficiary for daughters. It is named Jiwadana or Tetadan. For the law
affirmation, it still should follow national regulation by issuing the donated land
certification that has been registered in Office of BPN (National Land Affair
Board) to acquire the name changing of the land certificate.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat sebagai sistem hukum yang berakar pada kebudayaan

s rakyat merupakah pengejawantahan perasaan hukum rakyat, schingga

merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi
pembentukan dan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum dalam
bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum adat yang sebagian besar terdiri dari peraturan-peraturan
hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat yang dinamis artinya mudah
berubah, berkembang  sesuai dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat itu sendiri. Perubahan itu dilakukan bukan dengan menghapuskan
dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, tetapi
secara sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadikan ketidaktentraman
maupun kegoncangan dalam masyarakat. Dapat dikatakan perubahan itu
terjadi karena hukum adat senantiasa memperhatikan situasi, waktu serta
perkembangan jaman.

Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa semua materi hukum
adat dapat ditransformasi ke dalam hukum nasional, sebagaimana dinyatakan
oleh Bushar Muhamimad bahwa:

“Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari penyidikan hukum adat

(dan etnografi) itu, maka sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut

haruslah ada dua segi yaitu segi yang negatif dan satu segi yang
positif, Yang dimaksud segi negatif ialah bahwa sejak permulaannya




segera kita memisabkan lembaga-lembaga adat yang tidak bisa
dituratsertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa
Indonesia yang hendak disesuaikan dengan tingkat kemajuan dari
dunia modem atau lembaga-lembaga hukum adat yang menurut

ukuran perikemanusiaan tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan

masyarakat modern”!

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
maka dalam pembentukkan hukum nasional | salah satunya berpedoman pada
ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya®.

Yang mengandung arti bahwa tiap-tiap warga negara adalah sama di
mata hukum, Laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya tidak ada perbedaan
di hadapan hukum.

Mengenai hukum waris, sampai saat ini belurn ada unifikasi peraturan
perundang-undangan vang mengatwnya. Oleh karena itu, kebutuhan
masyarakat untuk menyelesaikan masalah warisan masih didasarkan pada
hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum agamanya.
Keanekaragaman dalam pengaturan sistem waris sangat erat kaitannya dengan
sistem kekeluargaan yang dianut dan térdapat di dalam masyarakat Indonesia.
Hal ini sebagaimana dikatakan Soekanto, baliwa :

“Hukum Waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis
keturunan vyang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang

mungkin merupakan prinsip patrilinial murni, patrilinial beralih-alih
(“alternerend”), matrilinial ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1983,
lal. 91




dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau
(“dubble  wunilateral”).  Prinsip-prinsip  garis keturunan terutama
berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta
peninggalan yang diwariskan (baik material maupun immaterial)”. 2
Dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patr_ilinial,
keanggotaan keluarga (clan) diperhitungkan menurut garis laki-laki (bapak).
Menurut Geriadhi dan Wirawan “clan atau kerabat pada masyarakat Bali tidak
hanya dapat ditelusuri dari hubungan darah di antara mereka menurut garis
laki-laki, tetapi dapat pula dilihat dari adanya suatu tempat pemujaan bersama
dalam bentuk sanggah ataw merajan”,®
| Sesuai dengan sifat kekeluargaan patrilinial, yang berhak mewaris di
dalam hukum adat Bali hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan
bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya dapat menikmati hasil harta
peninggalan selama ia melaksanakan dharmanya sebagai anak perempuan,
Apabila ia kawin, maka ia masuk ke clan suaminya dan tidak berhak mewaris
dari orang tuanya.
Pembagian warisan menurut hukum adat Bali tidak saja terjadi setelal
pewaris meninggal tetapi hidup pun pembagian warisan itu dapat dilakukan.
Karena perkembangan jaman, di Bali sering terjadi orang tua
memberikan bekal berupa beﬁda kepadé anak perempuannya yang dikenal dengan

istilah:

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, cel. Keempat, Jakarta, Rajawali, 1990, hal, 285
Geriadhi dan Wirawan, Eksistensi Hukum Adat Waris Bali dalam hubungannya dengan
Hukum Nasional, Denpasar, Majelis Pembinaan Lembaga adat Daerah tingkat I Bali, 1995,
hal. 17




- Jiwa dana yaitu harta pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua
kepada anak perempuan sewaktu masih hidup berkumpul, pemberian
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainya.

- Tetaladan yaitu harta pemberian kepada anak perempuan pada waktu

* perkawinan dilangsungkan,

Pemberian tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak. Barang bergerak misalnya perhiasgn dapat diseralikan secara
langsung sedangkan pemberian barang tidak bergerak, berupa tanah wntuk
bangunan tempat tinggal, dilakukan secara lisan yang dikemudian hari setelah
orang tuanya meninggal, tanah tersebut dapat diminta kembali oleh alili
warisnya dengan melihat ketentuan hukum waris adat Bali baliwa anak
perempuan tidak berhak memiliki tanah warisan.

Pemberian tanah seperti di atas, akan menimbulkan suatu
permasalahan karena tidak memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian
hukum kepada anak perempuan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian
tanah tersebut harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan lukum
pertanahar.

Mencermati persoalan tersebut diatas, maka dipandang perlu
melakukan suatu penelitian tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak

perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat
beberapa perinasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : |
1. Mengapa anak perempuan dapat diberikan tanah oleh orang tuanya di
Kelurahan Sanur kota Denpasar?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perémpuan

menurut ketentuan hukum waris adat Bali di Kelurahan Sanur kota

Denpasar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dad hasil penelitian ini untuk
mengetahui:
1. Alasan pemberian tanah kepada anak perempuan oleh orang tuanya menurut
hukum waris adat Bali.
2. Pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut hukum

waris adat Bali.,

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalal: sebagai berikut :
1. Secara teoritis penelitian ini dibharapkan dapat memberi masukan dan
sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam

hukum waris adat Bali.




2, Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
informasi tentang pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan

dalam masyarakat hukum adat Bali.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian
disusun daJam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai
berikug :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalal,
perumusan masalgh, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang pengertian Hukum
Adat dan Hukum Waris Adat, Pewarisan, Pewarisan dalam Hukum Waris
Adat Bali, pengertian dan tujuan pemberian atau hibah menurut Hukum Waris
Adat Bali.

BAB 11l : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang
metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data
serta analisa data.

BARB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab
yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi : Faktor-faktor
penyebab pemberian tanah kepéda anak perempuan menurut ketentuan hukum
waris adat Bali di Kelurahan Sanur kota Denpasar, serta prosedur

pelaksanaannya.




- BAB V . PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah

diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan

temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian,




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Waris Adat
1. Pengertian Hukum Adat

Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang telah menjadikan
hukom adat sebagai ilmu pengetahuan sehingga hukum adat sejajar
dengan hukum dan ilmu hukum yang lain, menyatakan sebagai berikut:
“Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang
pribumi dan orang-orang timur asing, vang disatu pihak mempunyai
sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka
dikatakan adat).” *

Selanjutnya Soepomo dalam karangan beliau “Beberapa Catatan
mengenai Kedudukan Hukum Adat” memberi pengertian hukum adat
sebagal hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif
(unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak
ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut
mempunyai kekuatan hukum.?

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero berpendapat sebagai berikut:
“Bahwa sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa

Indonesia yang barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang

menguasai hukum barat. Memahami serta sadar akan hukum adat, orang

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1992,
hal. 13

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cetakan X111, Jakarta, Toko
Gunung Agung, 1995, hal. 14




harus menyelarni dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat

Indonesia”, ©

Dengan demikian pengertian hukum adat di Indonesia vang
seharusnya dipelajari dan diteliti dalam rangka pembinaan hukum nasional
adalah semua hukum yang tidak tertulis di dalam bentuk perundangan,
baik yang berlaku dalam penyelenggaraan ketatanegaraan/pemerintahan,
maupun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun
modern, baik merupakan hukum kebiasaan maupun hukum agama.
Unsur-unsur  dalam hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur asli
maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak
begitu besar dan hanya dibeberapa daerah saja. Jadi hukum adat adalah
hukum asli yang tidak tertulis, berazaskan kebudayaan dan pandangan
hidup bangsa Indonesia yang berpedoman pada kehidupan sehari-hari
masyarakat yang saling berinteraksi.

Berbeda dengan hukum barat yang bersifat individualistis
liberalistis, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:

1 . Tradisional
artinya bersifat turun temurun yang tetap berlaku dan  dipertahankan
oleh masyarakat bersanglkutan,

2. Keagamaan
artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan

berdasarkan ajaran Ketubanan Yang Maha Esa.

[

Soerojo, Op. Cit, hal, 68




10

[

3. Kebersamaan (komunal).

Artinya  lebih mengutamakan kepentingan bersama., Hubungan
hukum antara anggota masyarakat satu dengan yang lain didasarka

oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, todong menolong dan gotong

royong

. Konkret dan visual

Kounkret artinya jelas, nyata, berwujud.

Visual artinya dapat terlihat, terbuka, tidak tersembunyi.

) Terbukét dan sederhana

Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang
dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu
sendiri,

Sederhana artinya bersahaja, tidak nnﬁit, tidak banyak administrasinya
bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan

berdasar saling percaya mempercayai.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan  tempat. Dj
masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan

perkembangan zaman,

7. Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat
dalam aksara daerah bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang

sistematis. Namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak
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harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukim
adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat, yang
disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan,

8. Musyawarah dan mufakat
Di dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan

penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat

dan saling memaafkan.

2. Pengertian Hukum Waris Adat

Masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem lLukum
waris yaitu hukum waris adat, sistern hukum waris islam dan sistem
hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Sehubungan dengan hukum waris adat, Soepomo memaparkan
sebagai berikut :

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederan)
dari suatu angkatan manusia (generatic) kepada turunannya. Proses
ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut
tidak menjadi “akuus” oleh sebab orang tua meninggal dunia.
Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang

‘penting dan proses itu akan tetapi sesungguhnya tidak
meimnpengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan
harta benda dan harta bukan benda tersebut”. ’

Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan “peraturan-

peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat

Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal. 79




12

mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan
pengoperan kekayaan materiil dari suatu generasi berikutnya” ?

Sementara itu, Imam Sudiyat mengemukakan bahwa hukum
adat :Naris merupakan “aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum
yang bertalian deﬁgan proses penerusan atau pengoperan dan
peralihan atau pemindahan harta kekayaan material dan nonmaterial
dari generasi ke generasi berikutnya”.”

Dengan memperhatikan pengertian di atas dapat diketahui
bahwa hukum waris adat adalah mengatur tentang cara meneruskan
dan mengalihkan barang-barang harta keluarga, baik yang berwujud
atau tidak berwujud, baik yang bernilai vang atau tidak bernilai uang
dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris
terutarna ahli warisnya. Dengan demikian, hukum waris adat
mencakup pula persoalan mengenai tindakan-tindakan pelimpahan
harta benda semasa seseorang masih hidup sesuai keinginannya,

Mengenai proses‘ penerusan harta warisan ini, Projodikoro
berpendapat bahwa :
“proses peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika
pemilik harta kekayaan masih hidup dan proses tersebut terus
berjalan hingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-
keluarga yang berdiri sendiri yang disebut “mesncar dan mentas”

(Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran
untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. ™’

Ter Haar, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh Soebektt Poesponoto,
Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hal. 179

Dijaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Tarsito, 1984, hal, 21

Wirjono Prodjodikore, Hukum Warisan di Indonesia, cetakan ketujuh, Bandung, Sumur,
1983, hal. 11
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Pelaksanaan proses penerusan serta pengalihan kepada orang
yang berhak menerima warisan harus memperhatikan hubungan antara
seorang yang meninggalkan warisan (pewaris) dengan penerima
warisan: serta harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Syaratnya, harus ada hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan
abli waris dan sifat lingkungan kekeluargaan dari si pewaris dan ahli

warisnya harus sama.

B. Pewarisan
1. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat
Pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur
kemasyarakatan (kekerabatan) yang sistem keturunannya dibedakan
antara sistem patrilinial, matrilinial, dan bilateral / parental sebagai
berikut :

a, Sistem Patrilinial,
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana
kedudukan pria lebih menonjol pengarubmya dari kedudukan
wanita di dalam pewarisan, terdapat dalam masyarakat Gayo,
Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Bali
dan Irian.

b. Sistem Matrilinial,
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana
kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan
pria di dalam pewarisan terdapat dalam masyarakat Minangkabau,
Enggano, Timor.

¢ Sistem Parental atau Bilateral,
Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau
menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan
wanita tidak dibedakan dalam pewarisan, terdapat dalam
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mmasyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi dan lain-lain.

Disamping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan
(kekerabatan) tersebut, berlaku sistem _ pewarisan yang bersifat
individual, kolektif, dan mayorat.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas
hartd. warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal
ataupun selagi pewaris itu masih hidup.12

Hubungan hukum dimaksud merupakan kaidah-kaidah yang
bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum terjadi perubahan
hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga sehingga perubahan
dan peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain merupakan proses
yang harus dilakukan secara tetap dan beraturan. Proses pewarisan itu
sendiri bersifat formal dan bukan bersifat otomatis karena memerlukan
acara tersendiri dan sedapat mungkin memenuhi ketentuan hukum.

Untuk dapat terlaksananya pewarisan, ada 3 (tiga) unsur pokok
yang harus diperhatikan yaitu :

a. Pewarls
Pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan di dalam

proses pewarisan. Pewaris merupakan unsur yang paling penting

i

12

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum
Agpama Hindy, Istam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 23

1 Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu yang diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan
Lombok, cetakan I, Jakarta, Selekta Group, 1977, hat. 41
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sebab tanpa adanya pewaris tidak mungkin ada proses pewarisan.

Walaupun si pewaris masih hidup, pembagian warisan sudal dapat

dilangsungkan.

b. Ahl Waris

Adalah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan yang
diteniukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dari yang
bersangkutan kepada ahli waris,

Harta Warisan

Adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris,

Berkenaan dengan sistem kewarisan, Soetjono Soekanto

merumuskan bahwa hukum waris adat mengenal tiga (3) macam

sistem kewarisan yaitu :

L.

Sistern kewarisan individual

Sistem pewarisan di mana para ahli waris mewaris secara

perorangan. Sistem pewarisan ini hanya berlaku pada masyarakat

parental di Jawa, Batak, Sulawesi.

Sistem kewarisan kolektif

Suatu sistemn pewarisan di mana para ahli waris secara kolektif

(bersama-sama) mewaris harta peninggalan yang tidak dapat

dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem

pewarisan kolektif terdapat pada masyarakat matrilinial di

Minangkabau.

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari :

a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat
pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-
laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.

b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada
saat pewaris meninggal adalah ahli waris funggal misalnya
pada masyarakat di Tanal Semendo.”?

13

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal, 285
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2, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Waris

Adat

Dalam perkembangan masyarakat adat, harus disadari
bahwa bisa terjadi 2 (dua) hal . Jika masyarakat adat sudah banyak
dijangkau oleh perkembangan teknologi dengan penyebaran informasi
kemajuan zaman, maka akan tumbuh benturan-benturan kecil karena
pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai lama bergeser dengan
drastis. Sedangkan dalam masyarakat yang belum dijangkau oleh
perkembangan teknologi, nilai-nilai lama akan berjalan pelan-pelan
mengikuti kebutuhan masyarakat, sesuai dengan cepat/lamnbatnya
pertumbuhan gagasan baru yang muncul di masyarakat itu.

Demikian pula halnya dengan hukum waris adat, banyak
hal yang harus dikembangkan dan mendapatkan perubahan-perubahan
untuk disesuaikan dengan tunfutan jaman yang bergerak maju serta
modern sekarang ini, baik yang berkembang secara nasional maupun
internasional. Untuk itu dibutuhkan hukum waris yang modern,
hukum waris yang menjunjung tinggi rasa keadilan, menjunjung tinggi
hak asasi manusia, serta bersih dari diskriminasi terhadap wanita dan

mencerminkan kelima sila dari Pancasiia.

Menurut Bushar Muhaminad, alasan sosiologis berdasarkan .

pandangan terhadap faktor-faktor kemasyarakatan yang ada dalam
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masygrakat, membawa dan mempengaruhi keadaan hukum adat dan
hukum waris adat pada khususnya.™

Faktor-faktor itu adalah:

1. Faktor pendidikan
Pendidikan membawa akibat bahwa manusia lebilk rasional dari
sebelumnya. Akan lebih banyak memakai logika dan perhitungan,
11131}1pextimbangka11 segi-segi negatif dari sesuatu hal, yang bermanfaat
atau tidak sehingga berkuranglah sifat atau berpikir spekulatif,
menyerah kepada keadaan dan akan lebih individualistis. Dengan
demikian akan lebil banyak berpikir untuk diri sendiri dan keluarganya.

2. Faktor perantauan /migrasi dalam arti luas
yaitu terlihat gejala sosial yang menyolok tentang perpindahan penduduk
dari daerah terpencil ke tempat yang lebih menjamin kehidupan baginya.
Jadi, mereka meninggalkan sifat hidup yang relatif nyata tergantung
pada alam, tanah, pantai atau hutan. Dan menghendaki cara hidup yang
lebih aktif mencari, yang membuat pola pikir mereka juga berubah.

3. Faktor hidup berdasar sistem keluarga

Kehidupan keluarga yang terjalin dengan mesra antara ayah, ibu dan
anak-anak akan terbina kesederajatan dan kesejahteraan semua anggota
keluarga. Fungsi pendidikan, perikemanusiaan, agama dan
berkembangnya nilai-nilai moral dimulai dalam rumah tangga.

4, Faldor Ekonomi

M Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal, 128
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Perkembangan teknologi dan industrialisasi di kota-kota besar
mendorong manusia unfuk mengadakan cara-cara baru dalam produksi.
Kesemuanya mempengaruhi tata hubungan dalam masyarakat vyaitu
lebih rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Dengan demikian
manusia menjadi lebih individualistis, mementingkan diri sendiri dan
keluarganya, didorong untuk lebih ekonomis dalam segala hal dan akan
lebih menonjolkan keperluan materi dalam hidup.
5. Faktor revolusi dan perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat
yang berlangsung dalam tempo yang cepat. Sehingga membawa suasana
baru dalam cara hidup dan berpikir, adat istiadat dan membentuk
kesatuan-kesatuan kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga.
Kesatuan ini berdiri sendiri secara ekonomis dan terlepas dari ikatan-
ikatan klan dan sumber produksi lama yang statis/agratris, dgn
menciptakan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan
(bilateral).

Demikian pula perubahan yang ditimbutkan oleh perang akan membawa

pola hidup yang baru bagi daerah yang diduduki oleh tentara asing.

C. Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali
1. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Bali
Dalam kitab agama Hindu Manu Dharmasastra atau Weda Smuti,

yang disingkat Manu Sowti dan merupakan Compendium Hukum
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Hindu, tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang
hukum waris. Untuk dapat memalami hukum waris Hindu dapat dilihat
dalam kaidah Manu Smrti, Pasal X : 115 yang menyatakan :
“Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan,
penjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan,
peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan
hadiah-hadiah dari orang-orang saleh”.
Dari rumusan pasal tersebut sebagaimana dikatakan Gde Pudja bahwa
“pewarisan menurut pengertian hukum Hindu merupakan salah satu cara
untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut dengan harta
warisan”.'®
Jadi, hukum waris Hindu mirip dengan hukum waris adat
bahwa pewarisan tidak karena kematian seseorang yang meninggalkan
harta kekayaan. Jelaspya “matinya pewaris tidak menimbulkan
perubahan titel hak atas harta peninggalan, melainkan tetap merupakan
harta bersama, sampai adanya tuntutan formal untuk membagi-bagikan
harta tersebut diantara para ahli wzu'isr_lya”.16
Berdasarkan Kitab Hukum Agama Hindu yang dipakai sebagai
dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara
pewarisan dalam kuasa hukum adat di Bali dan Lombok, syarat sahnya
pewarisah itu apabila :
b. Antara pewaris dengan ahli warisnya terdapat adanya hubungan

darall atau ditentukan menurut hukum, misalnya karena
pengangkatan, adopsi dan lain-lainnya,

15
16

Pudja, Op. Cit, hal. 4]
Pudja, Op. Cit, hal. 42
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c. Agama ahli waris sama dengan agama pewaris, atau ahli waris
tidak kehilangan haknya, misalnya mengalihkan agama
(meninggalkan keluarga), dibuang dari keluarga (mapegaf),
meninggalkan dharmanya dan lain-lainnya yang sejenis,

d. Diatur dalam hukum materiil yang dianutnya kecuali ditentukan

~lain, misalnya karena tidak dijumpai aturan-aturan ity kemudian
dipergunakan penafsiran-penafsiran lain berdasarkan kedudukan
dan kewenangan yang diberikan oleh Hukum Hindu.»

Hukum adat yang berlaku di Bali menganut sistem
kekeluargaan patrilinial dengan menarik garis keturunan dari anak laki-
laki.

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai
sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenasah kedua orang
tuanya telah diabenkan.™®

Jadi sistem pewarisan di Bali baru terbuka selebar-lebarnya
apabila kedua orang tua tetah meninggal dan jenasah telah diaben.

Berdasarkan sistem pewarisan, masyarakat di Bali menerapkan
sistem pewarisan kolektif mayorat laki-laki. Maksudnya, penerusan dan
pengalihan hak pengurusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi
diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua inilah yang
akan menggantikan ayah dan ibunya selaku orang tua sebagai pemimpin
rumah tangga dan berkewajiban mengurus kehidupan dalam rumah

tangga. Masyarakat Bali juga menerapkan sistem pewarisan individual

terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

" Pudja, Op. Cit, hal. 65 ‘
'®  Soeripto, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat di Bali, Jember, Fakulias Hukum Negeri
Jember, 1973, hal, 49
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Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan
atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitm orang yang
berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat
warisan. Jadi ada ahli waris dan ada waris yartg bukan ahli waris.

Pada umumnya ahli waris adalah anak termasuk anak kandung
ibunya jika ia lahir hidup. Tetapi, tidak semua anak adalah ahli waris,
kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak
piara, waris balu, waris kemenakan dan para ahli waris pengganti sepesti
cucu, ayah ibu, kakek nenek, ahli waris anggota kerabat dan ahli waris
lainnya, Berhak tidaknya ahli waris tersebut dipengaruhi oleh sistem
kekerabatan yang bersangkutan. |

Menurut Soerjono Soekanto, dalam hukum waris adat ada dua
(2) macam garis pokok untuk menentukan siapa yang menjadi ahli
warls, yaitu :

a. Garis Pokok Keutamaan,
Adalah garis hukun yang menentukan urutan-urutan keutamaan
diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan
pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada
golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan ini, maka

orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam
golongan-golongan sebagai berikut : :

1. Kelompok KeutamaanI @ keturunan pewaris,

2. Kelompok Keutamaan I1  : orang tua pewaris,

3. Kelompok Keutamaan Il : saudara-sandara pewaris dan
keturunannya,

4. Kelompok Keutamaan 1V :  kakek dan nenek pewars,
5. Dan seterusnya.
b. Garis Pokok Penggantian,
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Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa

diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil
sebagai ahli waris.”

Berkaitan dengan anak, dalam masyarakat hukum adat Balj

dikenal beberapa istilah anak dalam hubungan dengan orang tuanya
khusus dalam waris mewaris, yaitu :
a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan sal.

Anak kandung termasuk dalam garis pokok keutamaan I dalam hal

mewaris,

. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua

angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan peralihan atas harta

kekayaannya. Hak mewaris anak angkat pada umumnya sama

dengan anak kandung,
Anak Bebinja! adalah anak yang lahir di luar suatu perkawinan

yang sah sehingga bapaknya tidak dikenal sama sekali,

. Anak Astera merupakan anak yang lahir di luar suatu perkawinan

yang sah, namun ayahnya diketahui. Anak Asterg ini hanya
mewarisi dari ibunya. Hal ini termasuk anak luar kawin, dalam UU
No. I Tahun 1974 pasal 43 disebutkan anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah hanya mempunyai hubﬁngan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya.

19

Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 286
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Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa

diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil
sebagai ahli waris,"”

Berkaitan dengan anak, dalam masyarakat hukum adat Bali

dikenal beberapa istilah anak dalam hubungan dengan orang tuanya
khusus dalam waris mewaris, yaitu :

a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan sah.
Anak kandung termasuk dalam garis pokok keutamaan I dalam hal
mewaris,

b. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua
angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan
tujuan unftuk kelangsungan keturunan dan peralihan atas harta
kekayaannya. Hak mewaris anak angkat pada umumnya sama
dengan anak kandung,

¢. Anak Bebinjat adalah anak yang lahir di luar suatu perkawinan
yang sah sehingga bapaknya tidak dikenal sama sekali,

d. Anak Asfera merupakan anak yang lahir di luar suatu perkawinan
yang sah, namun ayahnya diketahui. Anak Astera ini hanya
mewarisi dari ibunya, Hal ini termasuk anak luar kawin, dalam UU

+No. 1 Tahun 1974 pasal 43 disebutkan anak yang lahir di luar
p.erkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya.

19" Soerjono Soekanto, Op, Cit, hal. 286
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Berdasarkan sistern hukum waris Hindu yang diresepir ke dalam
bentuk hukum waris adat di Bali, terdapat berbagai asas yang berkaitan

dengan kedudukan ahli waris yaitu

1. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris,

2. Asas hanya keturunan {anak) saja yang berhak menjadi ahli waris,

3. Asas pergantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat
terjadi bila orang tua (ibu-bapak) telah mati,

4, Asas berlakunya hereditas petitio*®

Walaupun Manawadharmasastra :secara umum menentukan
balwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu pinda yaitu anak-
anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis lurus ke
bawah dan ke atas. Tiga tingkat turunan ke bawal dari pewaris dan tiga
tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu pinda sebagai ahli waris
dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui
garis anak laki-laki (asas kepurusa).

Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak
perempuan , berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk
meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki.

Disamping itu, dibuka jalan untuk memungkinkan menempuh
sistem adopsi guna mendapatkan anak laki-laki yang kemudian
dijadikan keluarga sebagai penerus keturunan dan mewaris baginya.
Anak angkat ini adalah anak yang dijadikan anak dan mempunyai status

bukum seperti anaknya sendiri dengan hak dan kewajiban sebagaimana

berlaku sebagai anaknya sendiri.

20

Pudja, Op. Cit, hal. 86
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Berkaitan dengan asas pergantian di atas, jika pada suatu
keluarga masyarakat adat Bali seorang ayal meninggal dunia tanpa anak
laki-laki dan tanpa ada anak angkat (laki-laki) serta ada anak perempuan

tetapi telah kawin keluar, harta peninggalan sebagai harta warisan dari

- keluarga tersebut tidaklah jatuh kepada anak perempuan yang telah

kawin keluar itu. Harta warisan ini jatuh pada ahli waris naik setingkat
lebih tinggi menurut garis laki-laki. Ahli waris yang dimaksud adalah
bapak dari almarhum. Jika bapak tidak ada, saudara-saudara laki-laki
yang -akan menggantikannya. Jika saudara laki-laki juga tidak ada
(meningal dunia), warisan akan jatuh kepada keturunan laki-laki dari
saudara laki-laki tersebut. Demikian pewarisan akan naik atan turun
menurut garis laki-laki (keturunan laki-laki) sesuai dengan prinsip
patrilinial di Bali.

Asas heriditas petitio tersebut maksudnya bahwa kedudukan
ahli waris secara formal berhak menuntut pelaksanaan pembagian waris
walaupun pewaris masih hidup. Hanya saja dalam hukum waris adat
Bali, hak-hak menuntut seperti ini jarang dilakukan selagi pewaris masih
hidup. Yang lazim dan umum adalah pewarisan sesudah pewaris

meninggal.

Pada asasnya menurut hukum waris adat Bali harta warisan

beralih dari pewaris kepada ahli warisnya yang sedarah, Ahli waris ini
menurut asas yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Bali harus

meinenuhi syarat-syarat, yaitu :




25

a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak
pewaris sendiri,

b. Anak itu harus anak laki-laki,

¢. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah

yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak
angkat,

d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum adat Bali
membuka kemungkinan adanya penggantian melalui  atas
kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok

dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut
hukum Hindu?!

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan sah pada prinsipoya
menjadi ahli waris terhadap orang tuanya, termasuk anak angkat laki-
laki dan semtana rajeg yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai
anak laki-laki, Menurut hukum Hindu yang dimaksud dengan ahli waris
adalah terutama anak laki-laki karena hanya anak laki-laki yang menurut
agama dapat menyelamatkan arwah leluhur dan roh pewaris (ayahnya)
dari ancaman Neraka Put.

Jadi, bila dalam keluarga masyarakat adat Bali tidak ada anak
laki-laki melainkan hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum
Hindu diperkenankan oleh hukum untuk meningkatkan status anak
perempuan menjadi anak laki-laki. Peningkatan status anak perempuan
ini sebagai upaya hukum untuk menentukan secara formal bahwa anak
perempuan pewaris dapat dijadikan sebagai ahli waris dengan hak penub
sebégai anak laki-laki. Menurut Gde Pudja, perubahan status anak
perempuan ini timbul karena adanya dua (2) hal yaitu :

1. Menurut refigio magis Hindu, hanya anak laki-laki saja yang
menyelematkan arwall lelubur dan rohnya kelak bila sudah mati,

2

Pudja, Op. Cit, hal. 91
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Berdasarkan pertimbangan ini maka perubahan status anak
perempuan menjadi anak laki-laki bukan didasarkan atas
pertimbangan pewarisan melainkan pertimbangan agamis.

2. Menurut hukum Hindu, perubahan status anak perempuan menjadi
anak laki-laki bersifat formil dan tujuannya adalah untuk
melangsungkan dan meneruskan garis keluarga. Jadi menyangkut
unsur pewarisan. Hukum inilah yang- disebut hukum sentana di
dalam hukum adat waris, yang dasarnya adalah hukum Hindu.
Sebagai akibat dari perubahan status anak perempuan menjadi anak

laki-laki, maka status hukumnya berubah sebagai status anak laki-
laki pula.®

Menurut tradisi pengadilan Kerta di Bali dan Lombok
ditetapkan hanya 6 (enam) macam anak laki-laki yang mempunyai hak
untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya, yaitu :

1. Anak laki-laki yang bujang kawin dengan seorang dara (gadis)
atas dasar suka sama suka dan diupacarakan menurut adat dan
agama,

2. Anak laki-laki yang dilahirkan dari istri janda dan telah lama

kawin dengan ayahnya dan harta pencaharian mereka sudah
menjadi satu,

3. Anak laki-laki pemberian saudara atau anak saudara,

4. Anak yang diminta dari orang lain untuk dijadikan sentana (anak
angkat),

5. Anak laki-laki yang lahir dari istri yang tidak punya anak, yang
diizinkan suaminya bersetubuli dengan pria lain,

6. Anak yang dibuang oleh ibu bapaknya lalu dipungut oleh orang
lain dan diakui sebagai anak.?

Berdasarkan susunan masyarakat Bali yang mempertahankan
garis keturunan pria (patrilinial) yang berhak menjadi ahli waris adalah
laki-laki. Karena anak laki-laki menurut kepercayaan masyarakat adat

Bali adalah juru selamat orang tua di dunia dan akhirat.

22

Pudja, Op. Cit, hal. 86
Soeripto, Op. Cit, hal. 56




27

2. Kedu(i'ukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Balj
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang berhak
mewaris adalah keturunan pewaris. Namun dalam masyarakat adat Bali
anak perempuan bukan sebagai ahli waris; dapat menjadi ahli waris
apabila statusnya diangkat menjadi laki-laki secara yuridis yang dikenal
dengan istilah “Sentana Rajeg”, sepanjang ia tidak kawin keluar.
Walaupun anak perempuan bukanleh merupakan ahli waris,
akan tetapi ia berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama
tidak putus haknya. Kehilangan hak menikmati dari harta warisan itu
terjadi apabila anak perempuan kawin keluar. Jadi, jika kemudian anak
perempuan kawin keluar, bagian yang dinikmati itu harus diserahkan
kembali kepada keluarganya dan harta warisan ini tidak boleh dibawa
serta masuk ke perkawinan. Namun, Gde Panetje berpendapat bahwa ;
“selama anak perempuan belum kawin pun ia tidak boleh
melakukan tindakan yang dapat dianggap tindakan pemilikan
terhadap bagiannya, kecuali atas hasilnya misalnya ia tidak boleh
menjual, menggadaikan atau membebankan atas hutang atau
mengalihkannya tanpa persetujuan alli waris laki-laki lainnya atau
ahli waris pengawas yaitu paman atau sepupu laki-laki dari garis
laki-laki (purusa)”.*
Jadi, anak perempuan bukan ahli waris tetapi kemungkinan
mendapat bagian dari warisan ketika diadakan pembagian. Tetapi

perempuan harus diawasi, dipelihara, daﬁ dilindungi oleh kerabat pria

(purusa).

2 I Gede Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Cetakan I, Denpasar, Kayumas,

1986, hal, 111
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Menurut Manawadharmasastra [X : 2 — 3 dikatakan sebagai berikut :

(2) “Siang malam wanita harus dipelihara bergantuug dari laki-
laki didalam keluarga mereka dan kalau ia terikat pada
kesenangan indria, ia harus selalu diawasi seseorang”

(3) ”Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kanak-kanak
dan bila sudah dewasa oleh suaminya yang melindunginya,
sedangkan bila sudah tua putra-putranya yang melindunginya,
wanita tidak pernah layak untuk bebas”.?

Walaupun anak perempuan tidak mempunyai kedudukan
sebagai ahli waris di rumah bapaknya sendiri, tetapi ia dapat diberikan
harta oleh bapaknya. Karena si bapak menyadari bahwa anak perempuan
tidak akan mewaris dari harta kekayaannya, karena sayangnya kepada si
angk perempuan tadi, sebelum si bapak meninggal dunia, si bapak
berhak memberikan secara hibah (jiwa dana) seberapa dari harta

kekayaannya. Pemberian ini sama sekali tidak bisa dihalangi oleh anak

laki-lakinya.

3. Macam-macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali
Harta warisan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi
dan merupakan objek dalam hukum waris. Dalam hukwm waris adat ada
harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi melainkan
mempunyai arti religius magis. Menurut Soeripto harta warisan menurut

hukum adat Bali adalah “semua harta kekayaan, baik material (yang

3 Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 146
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berwujud) maupun immaterial (yang tidak berwujud) yang ditinggalkan

oleh pewaris kepada ahli warisnya”.2

Harta warisan ini merupakan hak yang dapat dialihkan atau
beralih. Seorang pewaris yang berhutang atau yang menghutangkan
dapat ditagih atau menagih kepada ahli ‘warisnya atau oleh ahli
warisnya. Jadi, harta benda dalam hukwmn waris tidak saja mempunyai
bentuk berwujud atau bertubuh tetapi juga ada yang tak bertubuh.

Berdasarkan uraian di atas, macam-macam harta warisan itu
dibedakan menjadi tiga (3) golongan yaitu ;

a. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi
Dikatakan dapat dibagi-bagi karena harta tersebut dapat dibagikan
kepada ahli warisnya. Tamakiran mengatakan bahwa “si pewaris
meninggal dunia maka harta warisan dibagikan kepada anak-
anaknya (laki-laki dan perempuan)”?’
Khusus masyarakat adat Bali harta warisan dibagikan kepada anak
lakj-laki. Mengenai harta warisan yang dapat dibagi-bagi, menurut
I Ketut Artadi adalah sebagai berikut :
“Harta warisan yang diturunkan dan dapat dibagi-bagi
(yang umumnya non magis religius) adalah dapat
membentuk harta yang dulunya merupakan hasil jerih
payah pewaris, harta bawaan, harta yang diperoleh dari

nenek moyang yang berupa ladang dan lain-lainnya (harta
pusaka).

2
27
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Soeriplo, Op. Cit, hal, 138 o
Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung, Pionir laya,
1987, hal. 16

1 Ketut Artadi, Fukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Cetakan pertara, Denpasar,
CV. Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD, 1981, hal. 16
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b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi

Harta warisan yang tidak dapat dibagi pada asasnya bahwa harta
benda yang diterima dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris
yang secara keseluruban merupakan- kesatuan yang tidak dapat
dibagi. Adapun menurut I Ketut Artadi harta warisan yang tidak
dapat dibagi-bagi adalah sebagai berikut :
“Harta yang mempunyai nilai magis religius seperti
Sanggah, Pemerajan, Keris-keris dan harta lainnya
khususnya diperuntukkan buat kepentingan yang tidak

terpisahkan. dengan harta magis religius seperti tanah laba
pura, druwe tengah dan lain-lain”.**

Harta seperti ini dimaksudkan agar tetap menjadi milik bersama
dan milik para kerabat. -

Harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu
Maksud dapat dibagi untuk golongan tertentu adalah jangan sampai
harta yang bersangkutan jatuh pada orang lain dari golongan
tertentu, seperti misalnya harta jiwa dona yang merupakan harta
bawaan dari seorang wanita ke dalam suatu perkawinan yang
merupakan pemberian orang tuanya sebagai bekal perkawinan.
Mengenai peralihan dari harta ini hanya terbatas pada anak-
anaknya, sedapat mungkin dihindari supaya tidak beralih ke tangan

orang lain. Akan tetapi, bila pemiliknya menghendaki masih

20

Ibid




31

dimungkinkan mengingat keinginan seseorang harus dihonmati
lebih-lebih keingtnan itu disampaikan menjelang ajalnya.
Dari bermacam harta warisan di atas menurut hukum waris adat
Bali dalam masyarakat adat Bali, wujud harta warisan ini dapat
dibedakan dalam beberapa bagian yaitu
1. Harta Pusaka

Adalah suatu harta kekayaan dari seseorang yang secara turun

temurun beralih kepada ahli warisnya. Hal mi sesuai dengan

pendapat 1 Ketut Artadi bahwa “harta itu akan tetap dipertahankan

di lingkungan keluarga yang masih lekat tanggung jawab dan

kewajibannya kepada tempat persembahyangan”.’® Harta pusaka

terdiri dari :

a. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang
tidak mempunyai nilai religius, misalnya sawah, ladang, dan
Jain-lain.

b. Marta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta warisan
yang mempunyai nilai magis religius, contohnya adalah tempat
ibadah (pemerajan, sanggah), alat pemujaan (Siwa Kfama),
keris pusaka, dan lain-lain,

2. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa, baik mempelai wanita

maupun pria ke dalam perkawinan, misalnya jiwa dana dan

Artadi, Op. Cit, hal, 26




32

tetatadan. Khusus mengenai harta bawaan, Gde Pudja membagi

hal tersebut menjadi tiga (3) meliputi :

1. Harta Pusaka yang diterima sebagai harta warisan adalah harta
peninggalan yang dikuasakan untuk mengurusnya pada waktu
pewarisan terdahulu. Umumnya® pengertian harta pusaka

dicampurbaurkan dengan harta warisan dalam artian warisan
biasa.

2. Harta teiatadan adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan

yang terjadi karena pewarisan atau karena sukarela dari
pewaris,

3. Harta jiwa dana adalah harta yang dibawa oleh pihak wanita.
Harta ini merupakan hgu’t.a pe_mberial_l ‘seb%%’ai bekal bagi anak
perempuan yang dikawini dari pewarisnya.

3. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan

(guna kaya). Dalam hukum waris adat Bali dinamakan druwe

gabro. Menurut Hilman Hadikusuma, harta perkawinan tersebut

adalah  “berupa semua harta yang diperoleh selama

berlangsungnya perkawinan termasuk harta gono-gini meskipun
mungkin hasil kegiatan siami istri.”™

4. Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di

khayangan tiga, mempergunakan kuburan, dan melakukan upacara

pitra yadnya.
Berkaitan dengan harta tetatadan dan harta jiwa dana,

Soeripto berpendapat bahwa “tetafadan merupakan pemberian kepada

anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin  keluar)

3 pudja, Op. Cit, hal. 133
32 Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal, 302
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»® Tetatadan ini adalah salah satu bentuk dari Jjiwa dana.

dilangsungkan

Dalam pasal 129 dari Kitab Hukum Agama Hindu disebutkan bahwa :
“barang pemberian dari orang tuanya di waktu perkawinannya
dilangsungkan, apabila salah seorang dari suami atau isteri itu
meninggal dunia, maka barang-barang tersebut akan Jatuh kepada
suami atau isteri yang hidup terlama, dengan ketentuan jikalau
suami isteri telah hidup bersama seperti tingkah laku orang sudah
bersuami isteri 12 tahun lamanya. Akan tetapi dari perkawinannya

itu, jika behim lama, maka barang-barang pemberian itu kembali
kepada orang tuanya.”

Namun, walaupun perkawinan telah berlangsung 12 tahun
lamanya, jika terjadi percéraian (cerai hidup), si wanita berhak
mengambil kembali barang tetatadan tersebut. Ini berarti, si wanita tetap
berhak atas barang fetatadannya tersebut,

Jiwa dana merupakan pemberian secara tulus ihkias. Menurut
Soeripto, harta jiwa dana adalah “harta yang diberikan oleh orangtua
kepada anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan semasa masih
hidup kumpul dengan pewaris, sebetum masuk perkawinan” ™ Jiwa
dana dapat pula diberikan kepada orang lain dari lingkungan keluarga
pewaris dan juga dapat dilakukan oleh seorang suami (pewaris) kepada
isterinya sebelum ia meninggal dunia serta kepada anak angkat. Jiwa
dana berupa pemberian yang bersifat leleb atau pemberian yang tidak
dapat ditagih kembali. Jadi, jiwa dana ini yang selalu dibawa oleh anak

perempuan pada waktu ia masuk jenjang perkawinan (kawin keluar).

33
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Mengenai jiwa dana tidak terbatas pada barang-barang
bergerak tetapi bisa terdiri dari barang-barang yang tidak bergerak.
Harta jiwa dana ini sejak pengalihan hak sudah dipindahkan hak
miliknya kepada orang yang diberi jiwa dana. Untuk sahnya Jiwa dana,
harus ada laporan atau penyaksian dari para juru desa. Pada masa kini

pengertian jiwa dana disamakan dengan pemberian / hibah.

D. Pengertian dan Tujuan Pemberian atau Hibah menurut Hukum Waris

Adat Bali
1. Pengertian Hibah
Untuk mengetahui arti suatu hibah, dalam pembahasan ini

penulis akan memberikan pengertian dari suatu hibah, baik menurut
Hukum Perdata maupun Hukum Adat. Dalam pasal 1666 Kitab
Ulidwlg-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa hibah adalah
“suatu persetujuan si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-
cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu
dengan keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.
Berdasarkan definisi pasal ini, unsur-unsur suatu penghibahan adalah
sebagai berikut ;
a. Unsur persetujuan yang bersifat menyebelah (unilaterat),
b. Unsur pada waktu hidupnya penghibah,
¢. Dengan cuma-cuma,

d. Dengan tidak dapat ditarik kembali,
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e. Unsur kemurahan hati si penghibah terhadap penerima hibah.
| Di selursh iingkungan hukum adat yang ada di Indonesia
diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai
dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. meskipun pada umumnya
pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris Ineﬂinggal
dunia, tetapi tidak jarang terjadi pembagian warisan dilaksanakan
sebelum pewaris meninggal dunia. Djaren Saragih berpendapat bahwa:
“penyerahan harta warisan kepada alli waris ataupun kepada orang
lain  sebelum pewaris meninggal dunia umumnya  disebut
penghibahan”*®
Menurut Korn bah_wa “hibah itu berlaku pada keluarga
bangsawan untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara para
waris ketika warisan diadakan pembagian”®® Sementara itu Wirjono
Projodikoro mengemukakan bahwa penghibahan adalah :
“suatu penyerahan hak milik atas barang-barang kepada orang lain
untuk selama-lamanya dengan percuma, jadi merupakan
persetujuan  yang dinamakan riel (nyata) tidak bersifat
consenssueel {perikatan berdasarkan atas perjanjian belaka dari
kedua belah pihak)”*’
Jadi, berdasarkan uraian pengertian diatas, hibah merupakan suatu

pemberian secara cuma-cuma dari pewaris semasz? masih hidup kepada

ahli waris maupun bukan ahli waris dengan tidak dapat ditarik kembali

35
36

Y

Djaren saragih, Op. Cit, hal. 152 )
Korn, V.E, Het Adat Recht Van Bali, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat
Kekeluargaan Bali, cetakan kedua, Denpasar, Biro Dokumentasi dan Pubtikasi Hukum
Fakultas Hukum UNUD, 1978, hal. 517
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“Dalam Masyarakat Bali pengertian ‘hibah’ disebut ‘dhana’, yaitu
harta yang berupa pemberian hadiah kepada seseorang lain oleh
seseorang bapak yang berhak atas harta peninggalannya. Harta
yang dapat didhanakan adalah harta tertentu yang bukan harta
pusaka. Seseorang vyang tidak sehat rohaninya tidak berhak
memberikan hibah. Selain bapak seorang istri juga dapat
menghibahkan harta jiwa dana, sedamrgkan untuk harta yang lain
tidak diperkenankan”® '

)

Gde Pudja mengemukakan dalam penghibahan terdapat 3 (tiga)

unsur yaitu :

1. Pemberian hibah atau yang menyerahkan hak, '
Memurut hukum Hindu yang dapat membuat hibah adalah ayah,
karena dalam hukum Hindu istri dan anak dianggap tidak berkuasa
atas harta benda dalam keluarga tanpa didampingi oleh ayah
sebagai kepala rumah tangga. Jadi untuk sahnya suatu hibah atau
pemberian, maka pemberiannya itu sendiri harus orang yang hak.
Demikian pula orang yang tidak sehat rohaninya tidak berhak
untuk membuat hibah kecuali ada pengampuan untuk anak
dibawah umur.

2. Penerima hibah atau yang akan menerima penyerahan atas benda
yang diserahkan,

Adalah penerima hak yang baru atas harta yang dilimpahkan,

3. Sesuatu benda atau hak yang akan ditimpahkan,

Walaupun hukum Hindu tidak menegaskan secara definitif, namun
dalam berbagai kenyataan pembatasan-pembatasan dalam
penghibahan tetap ada, sehingga penghibahan itu dapat dilakukan
asal tidak merugikan ahli waris. Penghibahan ini terbatas atas harta
tertentu saja karena harta pusaka yang masih merupakan milik

, bersama, ayahpun tidak boleh menghibahkannya tanpa seijin
anggota ahli waris lainnya

Di dalam pelaksanaannya di Bali, ada hibah yang bersyarat dan
hibah tanpa syarat. Dalam penghibahan bersyarat, pemberian itu
sendiri dapat digugat atan dituntut kembali kalau tidak sesuai sehingga
pemberian ini dapat dituntut kembali. Oleh karena itu penghibahan dan

penggunanya harus jelas atau terang. Penghibahan bersyarat ini hanya
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dinyatakan secara lisan sehingga bila lewat masa bertahun-tahun,
maksud dan tujuan penghibahan sering berubah sehingga untuk
mengadakan penuntutan timbul kesukaran-kesukaran karena sukamya
pembuktian. Hal ini berbeda dengan penghibahan tanpa syarat yang
tidak dapat dituntut kembali. Sekali harta itu dihibahkan dan bila
peﬁyerahan itu telah sah artinya memenuhi syarat penyerahannya
secara resmi, berakhirlah kuasa pemberian hibah dan beralih kepada

penerima hibah.

Menurut Gde Pudja cara penerimaan hibah ada 2 (dua) sifat'

yaitu ;

a. Penerimaan bersifat mental artinya penerima tidak menyatakan
penerimaanya tetapi secara diam-diam dia menerima dan
mempergunakan haknya yang baru tersebut,

b. Penerimaan bersifat verbal atau corporeal artinya penerima
menerima dengan menyatakan pikirannya secara lisan tentang
penerimaan itu. ?

Cara penerimaan di atas umumnya hanya dilakukan terhadap
benda bergerak, Mengenai penerimaan harta benda tidak bergerak,
memertukan upaya hukum tersendiri karena sahnya suatu penghibahan
harus diikuti dengan pemindahan hak yang sesuai dengan Undang-
Undang Balik Nama.

Lebih lanjut tentang hibah ini Bali dalam yurisprudensi

peradilan adalah sebagai berikut

- Putusan MARI tanggal 19 September 1970 No. 123 K/Sip/1970
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dikatakan bahwa hukum adat di Bali tidak melarang adanya

penghibahan antara suami istri sepanjang hal itu tidak mengenai
harta pusaka. |

- Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 98 K/Sip/1§56

menyatakan bahwa menurut hukum adat Hindu-Bali suatu hibah

wasiat kepada seorang anak perempuan adalah batal, jika orang

k yang diberi itu kemudian melakukan kejahatan adat yang

menyebabkan gugurnya kasta.

2. Tujuan Pemberian atau Hibah menurut Hukum Waris Adat Bali

Pada prinsipnya harta warisan yang diwarisi secara kolektif /
bersama tidak dapat dibagi-bagi. Bila dibagi-bagi, akan menimbulkan
perselisihan di antara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
Untuk menghindari hal tersebut, pewaris pada waktu masih hidup
mengambil langkah untuk membagikan harta warisan kepada anak-
anaknya dalam bentuk hibah. Di samping itu, penghibahan atau
pemberian dapat dilakukan terhadap bukan ahli warisnya,

Walaupun dalam hukum adat Bali tidak dijelaskan secara tegas
mengenai harta-harta apa saja yang dapat dihibahkan, akan tetapi perlu
ditegaskan bahwa harta warisan yang dapat dibibahkan kepada yang
bukan ahli waris ada perkecualiannya, yaitu terutama mengenai
masalah harta pusaka bersama, pewaris tidak bebas menghibahkan

harta ini tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Namun lain
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halnya jika harta bersama ini sudah terbagi sehingga pewaris dapat

menggunakan harta itu menurut haknya. Namun hal ini pun dibatasi

supaya tidak merugikan anaknya sendiri, Dengan demikian, seorang

ayah yang akan memberikan harta bawaan kepada anak perempuannya

yang kawin harus dalam batas-batas kewajaran.

Adapun maksud dan tujuan seseorang memberikan hibah

kepada ahli waris ataupun kepada bukan ahli warisnya adatal sebagai

berikust :

a.

g.

Untuk menghindari terjadinya percekcokan di kemudian hari di

antara para ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia,

Untuk mengadakan suatu pembagian yang adil menurut anggapan
atau pendapat pewaris sendiri,

Sebagai pernyataan kasih sayang kepada penerima hibah,

Sebagai bekal di kemudian hari untuk anaknya,

Sebagai pernyataan kesetiakawanan si pemberi hibah kepada si
penerima hibal,

Karena memang suka memberi / beramal,

Unsur religius untuk penyempurnaan arwah pewaris,




BAB It

METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian merupakan kegiatan yang

menggunakan penalaran empirik dan ataw nonempirik dan memenuhi

persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. *
A. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan
yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang
pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut ketentuan

hukum waris adat Bali.
Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum

yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan

masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek

kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan baik yang bersifat

individual maupun kelompok akan dijadikan bahan ufama dalam

‘ mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada
ketentuan normatif.

B. Spesifikasi Penelitian

. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka

hasil penelitian ini nantinya bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan,

menggambarkan, atau mengungkap sistem hukum adat setempat atau pun

| Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi llmu Sosial, Semarang, UNDIP,
1999, hal. 2
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perundang-undangan lain, eksistensi serta relevansinya dalam kehidupan
masyarakat, khususnya dalam pengaturan waris adat, Hal tersebut
kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori atau pendapat

peneliti sendin dan terakhir menyimpulkannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sanur, Kota Denpasar.
Kelurahan Sanur merupakan salah satu objek wisata di  Bali.
Perkembangan pariwisata yang makin pesat berpengaruh terhadap
Iperekonomian dan pola pikir masyarakatnya. Hal ini secara tidak langsung
berpengaruh pula terhadap ketentuan hukum waris adatnya, khususnya
dalam melaksanakan pemberian tanah kepada anak perempuan yang

menurut hukum adat Bali bukan merupakan ahli waris.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas ;
objek/subjek vang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. *!
Populasi dalam penelitian sangat besar dan luas sehingga tidak

mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Maka cukup diambil

4

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57
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satu saja untuk dapat diteliti sebagai sampel. Sebagai sampel penelitian
ini adalah Kelurahaﬁ Sanur, Kota Denpasar.
Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Lurah adalah pejabat pemerintah yang. membawahi beberapa
banjar atau wilayah kelurahan.

2. ‘Klian Adat adalah pengurus banjar yang mempunyai
kewenangan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang
bersifat adat.

3. Klian dinas adalah pengurus banjar yang memiliki kewenangan
dalam administrasi desa.

4, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang berwenang
membuat akta otentik dalam pertanahan.

5. Orang yang pernah melakukan pemberian tanah kepada anak

perempuannya.

2. Teknik Sampling

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Non Random
Sampling, dalam hal ini dipakai purposive sampling, yaitu teknik yang
biasa dipilih karena alasan biaya, waktu, dan tenaga sehingga tidak dapat
mengambil dalam jumlah besar. Penarikan sampel ini dilakukan dengap

cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu,
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E. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
terdiri dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah -data
yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan
observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari
a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat
mengikat yang terdiri dari :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional

nomor 3 tahun 1997.

Ln

. Yurisprudensi

o]

. Awig-awig /Peraturan Adat

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari ;
1. Buku-buku yang membahas kewarisan adat Bali
2. Buku-buku yang membahas tentang akibat hukum waris yang tidak.

berhak mewaris




44

3. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai
pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan menurut
hukum waris adat Bali.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar
pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara
tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman
pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan
jawaban informasi dan situasi yang berlangsung,

b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisasi hal -hal baru
yang tefdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar
pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam peneltian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen

penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen

penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman

tape recorder, 2
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G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi

dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara scbagai
berikut :

a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan
dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya
atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu
dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden
yang bersangkutan ;

b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali,
maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang
kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi
buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-
nama responden ;

c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai
menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-
mbandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan
mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut
ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup
masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan
sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analijsis Data
Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dan
ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan membandingkan hasil
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat
diketahui bagaimana pelaksanaan pemberian tanah kepada anak

perempuan menurut ketentuan hukum waris adat Bali.

® Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skipsi Ilmu Hukum, Bandung,

Mandar Maju, 1995, hal, 33
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Hasil olahan data secara kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan yang

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian

ini




BAB IV

HASIL PENELJITIAN DAN PEMBAHASAN

A Sejarah dan Demografi Kelurahan Sanur

Nama “Sanur” kiranya cukup dikenal dari media massa, karena terkéit
dengan kawasan wisata, Apabila dilihat dari sudut sejarah asal nama “Sanur” ini
belum-diketemukan secara pasti, diduga berasal dari kata “sasa nuhur”™ yang berarti
memohon untuk datang pada suatu tempat,

Kini Sanur dikenal sebagal kawasan pariwisata, dimasa silam di Sanur
mengcatat peristiwa sejarah yaitu : pada tahun 1906 telah terjadi peristiwa “Perahu Sri
Komala™ yang berlabuh di pantai Sanur, dimana Belanda dengan siasat Iiéiknya
menuduh rakyat Sanur te.lah melakukan pembajakan atas isi perahu tersebut yang
sesungguhnya tujuan Belanda untuk mencari dalih agar dapat menyerang kerajaan
Badl.ing. Maka berkecambuklah “Perang Puputan Badung” yang semangat
“puputan”nya diwariskan kepada generasi mendatang.

Pada tahun 1942, tentara Jepang masuk ke Bali melalui pantai Sanur,
demikian pula masuknya tentara NICA pada tahun 1945 juga melalui pantai Sanur.
Karena di daerah ini berlokasi hotel-hotel internasional maka konfrensi-konfrensi
yang bersifat nasional dan internasional dilangsungkan di Sanur.

Semula Desa Sanur merupakan desa adat yang dipimpin oleh seorang

Perbekel. Mengingat begitu luasnya wilayah dengan aparat desa yang sangat terbatas

maka diajukan usulan untuk pemekaran desa, hal ini dilatarbelakangi oleh :
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- Jumiah penduduk yang semakin bertambah
- Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat

- Adanya peningkatan status kota Denpasar dari ibu kota Badung menjadi Kota

Administrasi

Usulan ini mendapat tanggapan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Badung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor: 167/Pem/15/166/1979
tertanggal 1 Desember 1979 tentang Pemekaran atau Pembentukkan Desa-desa

Persiapan dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar. Desa Sanur dahulu termasuk

Kecamatan Kesiman dan karena adanya Kota Administratif Denpasar mengalami

perubahan dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Desa Sanur
kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) desa yakni: Desa Sanur Kangin (timur), Desa
Sanur Kauh (barat), Desa Sanur Kaja (utara) yang masing-masing dengan kepala
desanya.

Akhirnya setelah mendapatkan pembinaan serta dievaluasi oleh Pemda
Tingkat 1 Bali, desa-desa persiapan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi desa
definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor
57 tahun 1982 tertanggal ! Juni 1982 tentang Penetapan Desa-desa Persiapan menjadi
Desa Definitif dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar dan keluarnya PP nomor
5 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka sejak saat itu Sanur dimekarkan menjadi 1 (satu)
kelurahan yaitu Kelurahan Sanur yang dikepalai oleh Lurah dan 2 (dua) Desa Dinas
yaitu Desa Sanur Kauh dan Desa Sanur Kaja yang masing-masing dikepalai oleh

Kepala Desa.
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Kota Denpasar terdin dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Denpasat
Timur, Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Selatan,

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur.

Kelurahan Sanur luas wilayahnya sekitar 402 hektar terletak pada daerah
daratan dengan jumlah penduduk 8499 jiwa. Dimasa lampau sebelum berdirinya
Hotel Bali Beach 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.
Perkembangan dan arus kepariwisataan telah mengubah mata pencaharian penduduk
menjadi 5% saja sebagai petani sedangkan lainnya menjadi pegawai negeri, pegawai
hotel, pegawat restoran, buruh dan pedﬁgang.

Adapun batas wilayah Kelurahan Sanur adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Desa Sanur Kaja
- sebelah selatan : Laut/Samudera Indonesia
- sebelah barat : Desa Sanur Kauh

- sebelah timur : Laut/Selat Badung

Kelurahan Sanur sampai saat ini meliputi 9 (sembilan) lingkungan yang
mewilayahi 9 (sembilan) banjar adat yaitu: banjar Singgi, banjar Panti, banjar
Gulingan, banjar Taman Sari, banjar Sindu Kaja, banjar Sindu Kelod, banjar
Batujimbar, banjar Semawang dan banjar Pasek Kufa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 20 (duapulub) orang yang melakukan
pemberian tanah kepada anak perempuannya, yatu:

- Banjar Singg1 : 3 {tiga) orang
- Banjar Panti . 2 (dua) orang

- Banjar Taman Sari : 6 {enam) orang
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- Banjar Gulingan . : 1 (satu) orang
- Banjar Sindu Kaja : 2 (dua) orang
- Banjar Sindu Kelod : 3 (tiga) orang
“ ~ Banjar Batujimbar : 1 (satu) orang
- Banjar Semawang : 2 (dua) orang
Kesemuanya melakukan pemberian tanah kepada anak perempuannya yang sudah

kawin keluar.

B. Faktor-faktor Penyebab Pemberian Tanah kepada Anak Perempuan menurut

Ketentuan Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar

Sistem kekerabatan di Bali menganut sistem kekerabatan patrilinial, hal
tersebut nampak jelas bahwa istri masuk ke kerabat suaminya, begitu pula dengan
anak-anaknya akan terkait dengan keluarga ayah (suami). Berkaitan dengan status
laki-laki dalain sistem kekerabatan patrilinial maka berpengaruh terhadap sistem
perkawinan yang umum berlaku pada masyarakat Bali.

Cara perkawinan masyarakat Bali pada umumnya dikenal dengan istilah
“kawin kelvuar” . Kawin keluar ini maksudnya pihak laki-laki memberikan jujur
kepada pihak perempuan. Upacara perkawinan dilakukan dirumah mempelai laki-laki
berikut melakukan runtutan mejauman /kunjungan ke rumah mempelai perempuan.
Dengan upacara tersebut terjadilah perubahan status kekerabatan perempuan masuk
kekerabatan pihE;k laki-laki. Selanjutnya melakukan hak dan kewajiban di rumah

suami, serta terputus hubungan dengan keluarga asal perempuan dan leluhumya;




51

Berdasarkan sistem patrilinial ini maka hanya anak laki-laki saja sebagai
ahli waris. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan selama mereka
melaksanakan dharmanya. Anak perempuan yang sudah kawin keluar, tidak dapat
lagi menikmati harta warisan sehingga ia bukan sebagai 'ahli waris.

Tetapi yang terjadi sekarang ini, anak perempuan kawin keluar dapat
menikmati harta warisan dari orang tuanya sebatas harta warisan yang diberikan oleh
orang tuanya semasa hidup.

Menarik untuk dicermati bahwa masyarakat hukum adat di Bali telah
sadar betul bahwa suatu perubahan pasti akan terjadi, bahkan diterima melalui konsep
yang mendasar yaitw: Desa, Kala, Patra (ruang, waktu, orang). Konsep Desa, Kala,
Patra mengandung arti bahwa setiap perbuatan manusia baik dalam bentuk ide-ide
dan prilaku haruslah diperhitungkan atau harus diseimbangkan melalui konsep Desa
(ruang atau tempat), Kala (waktu atau proses perkembangan jaman) dan‘ Patra
(manusianya sendiri). |

Berdasarkan konsep Desa, Kala, Patra ini maka dapat ditarik 3 (tiga)
landasan hukum yaitu:

1. Diteriimanya proses perubahan sebagai hal yang wajar dan layak serta dapat dipakai

sebagai bahan pertimbangan

2. Dengan disadarinya hakekat perubahan tersebut, maka segala wujud perubahan

harus selalu disesuaikan sehingga tercapai keseimbangan. Perbuatan manusia
selalu mencari dasar dan berpedoman pada perubahan yang telah, sedang dan akan

terjadi.
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3. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya bersumber atau
disebabkan oleh proses waktu, keadaan, tempat serta orang selaku subyeknya,

Didalam usaha keseimbangan terhadap setiap perubahan yang terjadi baik
yang kasuistis maupun universal sifatnya, maka masya-rakat Bali memiliki pedoman
untuk menuntut tindakan manusia dalam usaha peﬁyesuaian ini, Hal ini didasarkan
pada pertimbangan bahwa perubahan adalah suatu proses dan dengan perubahan
bukan berarti lepas kendali dari nilai-nilai yang telah dimiliki. Identitas yang telah
ada, ajaran-ajaran dari orang tua yang telah teruji kebenarannya dan ajaran-ajaran
yang bersumber dari kitab suci akan tetap dipakai sebagai sumber sekaligus sebagai
media kendali.

Banjar adat merupakan lembaga tradisional yang bersifat otonom, ini berarti
banjar adat mempunyai kekuasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum
sendiri. Oleh karenanya di dalam banjar adat dijumpai adanya berbagai aturan-aturan
yang dibentuk dan ditaati bersama oleh anggotanya.

Aturan-aturan tersebut disebut denéan awig-awig. Awig-awig merupakan
aturan yang berlaku di masyarakat dalam suatu wilayah lingkungan adat yang isinya
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia
dan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya yang disebut dengan 77/
Hita Karana.

Bentuk awig-awig ada yang tertulis dalam lontar, buku, peripih dari perunggu
/ prasasti dan ada juga yang tidak tertulis dalam bentuk pangeling-eling (ingatan-
ingatém). Awig-awig memuat atau mengatur tentang Pakraman, Agama, Pawongan

dan Pamidanda. Khusus mengenai pewarisan diatur dalam bagian Pawongan, Awig-
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awig dapat diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan jaman, apabila telah

disetujui oleh seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan penelitian di Kelurahan Sanur, maka awig-awig Banjar Adat
Taman Sari yang akan dijelaskan mengingat di tempat tersebut paling banyak dnggota
barjarnya melakukan pemberian tanah kepada anak perempuan mereka.

Berkaitan dengan ahli waris diatur dalam SARGA (Bagian) V, PALET (Bab)
4, pawos (pasal) 54 yang berbunyi sebagai berikut: |
1. Ahli waris, luir ipun:
a. Pretisentana purusa,
b. Pretisentana predana (sentana rajeg)
c. Sentana peperasan lanang/wadon
2. Prade ten wenten sekadi ring ajeng, sang sinanggeh ahli waris:

a. Turunan purusa pernah munggahang, mekadi rerama misan, mindon
. b. Turunan purusa pernah kesamping, mekadi keponakan misan, mindon.

Artinya:

1. Yang disebut sebagai ahli waris adalah:
a. Anak laki-faki
b. Anak perempuan yang dijadikan sentana rajeg,
¢. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan
2. Jika tidak ada seperti tersebut diatas maka sebagai ahli waris adalah:
a. Keturunan garis laki-laki ditarik keatas, seperti paman,
b. Keturunan garis laki-laki ke samping, seperti keponakan laki-laki,
Berdasarkan uraian awig-awig diatas maka dalam masyarakat adat Bali yang
dapat disebut sebagai ahli waris adalah anak laki-laki. Jikalau tidak ada anak laki-laki
dan hanya ada anak perempuan maka anak perempuan dapat sebagai ahli waris jika
diangkat sentana rajeg. Jika kedua-duanya tidak ada maka anak angkat baik laki-laki
maupun perempuan dapat sebagai ahli waris. Apabila ketiga ahli waris tersebut diatas

tidak ada juga maka yang dapat sebagai ahli waris adalah keturunan dari garis laki-

laki yang ditarik.keatas yaitu saudara laki-laki ayah, maupun keturunan dari garis
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laki-laki yang ditarik kesamping yaitu anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki
ayah,

Berkaitan dengan bukan ahli waris tapi dapat memperoleh harta warisan, dapat
dilihat dalam SARGA (bagian) V, Palet (bab) 4, Pawos ’(pasal) 56 huruf d dan e yang
berbunyi:

d. Boya ahli waris kengin muponin hasil anut dudonan , luir ipun:

1. Sentana luh, selami durung kesah mewiwaha miwah prade madrebe pianak tan
keangkenin antuk wong tua rare inucap, kengin ngewaris wantah pikolih
(pegunakaya) sentana luh inucap kemawon,

2. Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya sentana),

3. Muluh daha utawi teruna, riantukan ring pawiwahanne pecak sampun ninggal
kedaton.

e. Pewaris kengin maweweh rikala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan, bekel maka
cihna paweweh ring pianak-pianak sane kesah mawiwaha.

Artinya

d. Yang bukan ahli waris h.anya menikmati hasil dari peninggalan saja adalah sebagai
berikut:

1. Anak perempuan  yang belum kawin, durhaka terhadap orang tua dan
mempunyai anak namun tidak diketahw ayah dari anak tersebut, hanya
mewaris dari hasil kerja ibunya,

2. Janda maupun duda yang kawin nyeburin (bukan anak),

3. Perempuan yang kawin keluar kemudian kembali lagi ke rumah kelahirannya
karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya.

e. Pemberian-pemberian selama Pewaris masih hidup yaitu jiwa dana, u,tatadan
bekal tetap menjadi milik dari anak yang sudah kawin.

Berdasarkan uraian diatas maka anak perempuan, janda, duda yang. kawin
nyeburin dan janda yang mulih daha bukan sebagai ahli wans. Untuk anak
pe‘re‘,‘;npuan hanya berhak menikmati harta warisan selama melaksanakan dharmanya.
Namun apabila anak perempuan yang belum kawin ini durhaka terhadap orang tuanya
dan .mempunyai anak vang tidak diketahui ayah dari apak tersebut, maka hak

menikmati harta warisan itu hilang, Oleh karenanya anak perempuan bukan sebagai
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ahli waris dari ayahnya namun pemberian-pemberian terhadap anak perempuan
ketika orang tuanya masih hidup tetap menjadi milik anak perempuan tersebut
walaupun ia telah kawin keluar.

".Peralihan harta warisan dapat dilakukan melalui ‘pewarisan untuk pihak ketiga
dala:m artian yang bukan ahli waris, peralihan dapat dilakukan dengan cara hibah atau
pemberian cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma merupakan pemberian
seseorang terhadap harta warisannya kepada orang lain secara sukarela dan tulus
iklas. pemberian dimaksud untuk membalas jasa seseorang yang pernah berjasa
telrhadap sipemberi hibah.

Pemberian secara cuma-cuma atau hibah ini pada prinsipnya didasarkan atas

“sukarela, tulus iklas dan adanya hubungan baik dari yang punya hak. Pemberian ini

diberikan kepada anak perempuan yang kawin keluar dalam masyarakat Bali sering
disebut dengan tefatadan. **
Tetatadan adalah pemberian sebagai hak milik yang diberikan oleh sang ayah
kepada anak perempuannya yang kawin keluar, asal dilakukan dalam batas-

batas yang layak dan tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris si ayah
tersebut. *

Jadi agar seorang anak perempuan yang kawin keluar dapat memiliki tanah dari
kekayaan orang tuanya, si ayah dapat memilih jalan memberikan kepadanya sebidang

atau lebih sawah sebagai hadiah kawin yang disebut tetatadan.

Pemberian tanah umumnya merupakan pemberian sebagai hak milik, kecuali

" ditentukan lain dengan tegas. Anak-anak lainnya tidak boleh melarang atau

¥ Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal
20 Juli 2005. :

4 1 Gede Penetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Denpasar, CV. Kayumas, 1986, hal.
116.
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menuntutnya kembali kelak, asal saja pemberian hadiah atau hibah itu tidak melebihi
sepertiga harta kekayaan ayahnya. Demikian juga pembatasan pemberian hadiah yang
disei)ut j‘iWadana, bak kepada ahli waris maupun bukan kepada ahli waris.
Pemberian mana harus disetujui oleh para ahli waris atau celtlon ahli waris lainnya . ¥

Pentingnya persetujuan dari ahli waris lainnya bertujuan untuk melindungi
penerima hibah, jika dikemudian hari teriadi penuntutan dari ahli waris tersebut.
Hibah jiwa dana ini tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari seluruh kekayaan yang
memberi hadiah atau pemberi hibah.

Mengenai pembatasan jiwadana ini diperkuat dengan keputusan Pengadilan
Kerta Singaraja tanggal 24 November 1939 No.81/ Sipil, yang menyebutkan bahwa “
tanpa persetyjuan ahli warisnya seseorang hanya boleh memberikan jiwadana
seﬁanyak—banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta kekayaannya”. Jadi
tidak semua harta kekayaan dari pemberi hibah dapat dihibahkan. 7
Sesuai dengan adat masyarakat Bali bahwa setiap meninggalnya seseorang, akan
dibuatkan upacara-upacara pada jenazahmya yang sering disebut dengan ngaben.
Berkenaan dengan biaya-biaya upacara pengabenan relatif besar sehingga biaya-biaya
tersebut dibebankan kepada harta waris yang ditinggalkan. Jadi apabila harta
warisannya sudah dibagi-baginya dan kemudian pewaris meninggal dunia maka perlu
kiranya disisihkan sebagian untuk biaya-biaya tersebut disebut dengan duwe fengah .
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, seseorang yang bukan ahli waris yang

diberikan harta benda oleh pewaris secara hibah maka ia berhak untuk memiliki harta

% yawancara dengan [da Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada tanggal
20 Juli 2005,
47 Panetje, Loc. cit.
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tersebut. Penerima hibah bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemeliharaan
terhadap harta benda yang diterimanya. Bertanggung jawab juga merawat si pemberi
hibah jika usianya sudah tua dan sakit-sakitan. Namun apabila si pemberi hibah
meninggal dunia maka si penerima hibah dapat mex‘nbantu pelaksanaan upacara
pengabenan.Jadi dapat dikatakan bahwa penerima hibah dalam hal ini bukan ahli
waris mempunyai tanggung jawab secara moril kepada pemberi hibah. Dikatakan
tanggung jawab bersifat moril karena penerima hibah dapat mengabaikan tanggung
jawab tersebut, tentunya secara moril hal itu tidak baik. Hal ini disebabkan karena
segala rentetan upacara pengabenan ini berpusat pada sanggah / merajan si pemberi
hibah / pewaris. Sesudah jenazah pewaris diaben dan kemudian rohnya sebagai
dewata (roh suci ) ditempatkan di sanggah atau merajan s1 pewaris, roh tersebut harus
dipuja oleh ahli warisnya. Sedangkan penerima hibah bukanlah ahli waris dari
pemberi hibah.

Terbatasnya hak anak perempuan untuk menerima warisan ayahnya
sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan gerakan emansipasi. Gerakan tersebut
menuntut agar anak perempuan mendapat hak waris yang sama dengan seorang anak
laki-laki. Setidak-tidaknya anak perempuan mendapat bagiannya walaupun hanya
seﬁéfoh dari bagian anak laki-laki. Faktor yang menjadi penghambat bagi tuntutan ini
adalah sifat kekeluargaan yang patrilinial khususnya wmat Hindu Bali. Menyebabkan
anak‘ perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan kekeluargaanya dengan
keluarga semula, karena kini masuk dalam keluarga suaminya.

Jika seorang anak mendapat waris penuh dengan hak memiliki penuh

bagiannya, lalu ia kawin keluar dengan membawa bagiannya itu kepada keluarga lain.
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Oleh karenanya ia tidak boleh lagi memuja roh ayahnya dalam sanggah asalnya
karena hubungan dengan sanggah asalnya sudah putus. Sehingga anggota-anggota
dadia sanggah itu tidah akan mengijinkan orang luar melakukan upacara pemujaan
roh pewaris disanggah mereka. Sebaliknya keluarga terde.kat yang tidak merierima
warisan nantinya harus melakukan upacara rentetan pengabenan serta harus memuja
roh pewaris disanggah asalnya. Bila anak perempuan itu meninggal, maka keluarga
dari pihak suaminya akan menerima warisan melalui istrinya tanpa ada kewajiban-
kewajiban tersebut. #

Mengenai pemberian yang dapat diberikan dalam bentuk jiwa dana, tetatadan/
bekel karena pemberian ini sama dengan prinsip pada hibah yaitu pemberian secara
cuma-cuma untuk tetap menjadi milik dari si penerima hibah. Jadi hak dari penerima
hibah bukan ahli waris ini adalah memiliki harta benda yang dihibahkan kepadanya.
Kewajibannya adalah memelihara harta benda yang diberikan kepadanya, merawat
pemberi hibah karena usianya yang sudah tua da sakit-sakitan, membantu
pelaksanaan upacara pengabenan jika nantinya pemberi hibah meninggal dunia. Jadi
kewajiban dari penerima hibah ini hanya terbatas pada tanggung jawab moril kepada
pemberi hibah.

Pemberian berupa tanah di masa lalu biasanya diberikan secara lisan untuk
mendiami tanah tersebut tanpa pemberitahuan kepada kelian adat. Sehingga hal itu
menjadi kurang jelas apakah tanah tersebut diberikan atau hanya dipinjamkan. Hal

tersebut dilakukan karena dalam pemberian jiwadana tidak memerlukan upacara-

*  Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada

tanggal 20 Juli 2005.
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upacara tertentu seperti hainya dalam pengangkatan anak. Dengan perkembangan
jaman vyang semakin maju ditambah arus pariwisata yang. mempengaruhi
pertambahan pendapatan masyarakat, membuat pola pikir masyarakat adat semakin
berkembang dan juga mempengaruhi ketentuan—ketenu;an dalam awig-awignya.
Sehingga dalam pemberian-pemberian jiwadana berupa tanah harus jelas untuk

kepastian hukumnya. ¥

. Pelaksanaan Pemberian Tanah kepada Anak Perempuan menurut Ketentuan
Hukum Waris Adat Bali di Kelurahan Sanur Kota Denpasar

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pengibahan terhadap anak
perempuan menurut hukum adat Bali diperbolehkan asalkan pengibahan ini tidak
merugikan bagian dari ahli waris dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
Tujuan persetujuan dari ahli waris ini untuk melindungi penerima hibah jika terjadi
penuntutan dari ahli waris tersebut. Pada dasarnya hibah itu dapat diberikan kepada
siapapun dalam artian bukan pada ahli waris asalkan harta benda yang dihibahkan
tersebut merupakan hak milik dari pemberi hibah.

Sebelum berlakunya UUPA seseorang yang akan memberikan tanahnya
~ kepada anak perempuannya hanya dilakukan secara lisan pada saat anak tersebut
kawin. Walaupun seharusnya diketahuipula oleh prajuru adat. Dalam hal ini kelian
adat selaku pimpinan banjar adat di Bali. Tujuannya supaya penghibahan tersebut

menjadi sah dan terang yang selanjutnya disahkan oleh kepala desa kemudian oleh

¥ wawancara dengan Ida Bagus Ketut Sulendra, Klian Adat Banjar Taman Sari Sanur pada

tanggal 20 Juli 2005
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camat. Maka tidak jarang terjadi masalah dikemudian hari setelah orang tuanya
meninggal. **

Setelah berlakunya UUPA maka penghibahan itu sah bila dilakukan dihadapan
pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat um‘um adalah “ seorang yang
diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang dan kewajiban
untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu” Oleh karena itu 1a ikut serta
melaicsanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Berkaitan dengan proses
pengibahan, pejabat umum yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yaitu Kelurahan Sanur Kota
Denpasar terdapat 20 (duapuluh) kagus pengibahan kepada anak perempuan. Semua
kasus pengibahan ini obyek hibahnya adalah berupa tanah.

Contoh Kasus :

1 Wayan Senter seorang ayah menghibahkan tanah beberapa are kepada anak
perempuannya yang sudah kawin keluar. Maksudnya sekedar untuk bisa men&irikan
rumah tinggal karena sampai sekarang anak perempuan dan suaminya belum
mempunyai rumah.

Baik menurut hukum perdata maupun hukum adat, dalam hal ini hukum adat
Bali, tidak ada larangan untuk menghibahkan kekayaan kepada anak sendiri. Bedanya
dalam hukum adat Bali dikenal dengan sebutan Tetatadan atau harta bawaan. khusus

untuk tanah sebagai benda yang dihibahkan maka proses pengibahannya pada

9 Wawancara dengan Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, Lurah Kelurahan Sanur pada tanggal 21 Juli
2005.
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prinsipnya sama dengan penghibahan pada umumnya. dimulai dari kesepakatan
bersama, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperbatikan yaitu misalnya tanah tersebut
sebenarnya atas nama siapa, apakah atas nama peml:)eri hibah atau milik orang
tuanya. Jika tanah tersebut masih atas nama milik orangtua pemberi hibah maka
prosesnya sangatlah panjang. Harus dimulai dari kesepakatan diantara saudara-
saudara pemberi hibah, mengenai bagian yang mana diantara tanah warisan tersebut
menjadi bagian pemberi hibah. Pada saat merumuskan kesepakatan tersebut,
senantiasa menyisakan kekayaan untuk menjadi duwe tengah (milik bersama), khusus
buat kelangsungan sanggah / merajan atau tempat pemujaan keluarga. Kalau semua
ini sudah disepakati, lanjutkan dengan penyelesaian administrasi, berupa sertifikat
alas nama pemberi hibah sendiri. Sesudah itu dilanjutkan dengan kesepakatan
berikutnya yaitu antara pemberi hibah sebagai ayah juga pemilik sah tanah tersebut
dengan semua anak-anaknya. Berikutnya pembuatan akta hibah dihadépan PPAT dan
pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk balik nama.

Pemberian tanah | Senter kepada anak perempuannya tersebut didasarkan atas:

- anak dan menantunya belum memiliki rumah

-la dan istrinya sudah semakin tua dan sakit-sakitan, sehingga ia ingin anak
perempuannya tersebut yang merawat mereka, sedangkan anak yang lain bertempat
tinggal yang jauh dari mereka

- Ta tidak mempunyai anak laki-laki. '

51 Wawancara dengan ! Senter selaku responden pada tanggal 10 Juli 2005,
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Di Bali dalam pemberian tanah kepada anak perempuan tidak diperlukan suatu
upacara-upacara adat tertentu seperti halnya dalam pengangkatan anak. Cukup déngan
kesepakatan antar keluarga.

Namun jika ada kesepakatan di antara anak-anak tidak tercapai dan memang
benar- bahwa tanah tersebut atas nama pemberi hibah (ayahnya), maka tidak ada
alasan bagi anak-anaknya untuk tidak menyetujuinya. Tanpa didahului kesepakatan
pun hibah itu sudah boleh dilaksanakan karena tidak ada konsekuensi yuridis yang
nantinya muncu.'l‘, hanya akibat-akibat samping yang non yuridis. Misalnya kalau
tidak didahului dengan pembicaraan, bukan tak mungkai anak-anak lainnya merasa
di.kesampingkan. Akibat selanjutnya hubungan antara ayah dan anak - anaknya
menjadi kurang baik, sehingga sekecil apapun persoalan yang kemudian muncul bisa
menimbulkan akibat yang sangat besar. Oleh karena itu, walaupun kesepakatan tidak
multakharus ada tapi alangkah baiknya diusahakan. Agar hubungan baik antara

orangtua dengan dengan anak kandung tetap terpelihara. 52

Berkaitan dengan tanah sebagai obyek hibah maka penghibahan yang

dilakukan oleh pemberi hibah menjadi sah jika adanya peralihan hak atas tanah yang

. dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Sebagai mana diatur dalam Bab II

tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 Undang — Undang Pokok Agraria No: 5 tahun
1960. Pendaftaran tanah ini lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 37 ayat ( 1) menyatakan :

52 Wawancara dengan Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota
Denpasar pada tanggal 21 Juli 2005,
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“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahjan hak melalui lelang hanya
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku™.

Lebih lanjut mengenai proses pendaftaran peralihan hak karena pemindéhan hak

. diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemernintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Tata cara penghibahan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
adalah sebagai berikut:
a. Apakah pembuatan akta ini tidak dilarang oleh undang-undang,
b. meminta keterangan dari kantor Badan Pertanahan Nasional bahwa bidang tanah

tersebut sudah terdaftar atau bersertifikat atas nama yang mengalihkan hak, namun

jika belum bersertipikat maka harus dibuktikan dengan :

1. Pipil / Petok /Girik.

2. Surat keterangan Kepala Desa atau Lurah dengan menggunakan formulir khusus,
yang menerangkan kebenarannya mengenai kepemilikan dari pengalihan hak
dengan dikuatkan oleh Camat.

3. Melampirkan surat-surat seperti ;

a. Surat silsilah yang disahkan oleh Kelian / Kepala Dusun dikuatkan oleh
Kepala Desa atau Lurah serta Camat
b. Surat keterangan Waris yang dibuat dan disahkan oleh Kelian / Kepala

Dusun dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat.
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¢. Surat kuasa untuk menghibahkan, jika tanah tersebut merupakan tanah
warls yang belum terbagi-bagi, disahkan oleh Kelian / Kepala Dusun dan
dikuatkan oleh Kepala desa atau Lurah dan Camat,

d. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari ahli w;lris lainnya tentang tanah
waris yang akan dihibah kepada bukan ahli waris. Surat in1 dibuat oleh pz;ra
pihak dengan disahkan oleh Kelian dan dikuatkan oleh Kepala Desa afau

- Lurah serta Camat.

4, Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka dibuatkan akta hibah oleh PPAT,
yang kemudian didaftarkan ke BPN ( Badan Pertanahan Nasional).

5. Sebelum dibaliinamakan diadakan pengumuman di kantor Kepala Desa atau
Lurah dan kantor Kecamatan/BPN selama 2 (dua) bulan. Maksudnya untuk
memberikan kemungkinan kepada mereka yang menyanggah akan terjadinya
penghibahan tersebut,

6. Selesai pengumuman dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap
penghibahan tersebut, baru diadakan pemindahan hak. =

Berdasarkan uraian diatas proses penghibahan dengan obyek tanah itu sah jika

dilakukan dengan peralihan hak. Apabila obyek tanah yang akan dihibahkan

merupakan hak milik dari pembeli hibah maka proses penghibahan lebih singkat. Para
pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah datang menghadap kepada PPAT
untuk dibuatkan akta hibah yang digunakan dalam‘proses peralihan hak. Jadi disini

tidak melibatkan pej abat umum ditingkat desa.

53 Wawancara dengan 1da Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota
Denpasar pada tanggal 21 Juli 2005
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Berbeda halnya jika objek hibah yaitu tanah bukan hak milik dari pemberi
hibah maka proses hibahnya sangatlah panjang. Diawali dengan kesepakatan diantara
keluarga / ahli waris pembari hibah. Akibat peryataan tersebut mereka tidak
keberatan terhadap hibah tersebut dan tidak memperma‘salahkan kedudukan dari
penerima hibah tersebut.

Oleh karenanya hibah tersebut telah terjadi pada saat adanya pemnyataan tidak
keberatan dari ahli waris pemberi hibah. Surat pernyataan tidak keberatan ini dibuat
oleh pihak dan disaksikan oleh Kelian / Kepala Dusun selanjutnya ke Kepala Desa
atﬁu Lurah kemudian ke Camat untuk pengesahan lebih lanjut. Jadi surat pernyataan
tidak keberatan ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat setempat.
Didalam pembuktian ada 2 alat bukti tertulis terdiri dari akta dibawah tangan dan akta
otentik sesuai -dengan pasal1868 KUH Perdata. Dikaitkan dengan surat pernyataan
yang dibuat oleh para pihak dan disaksikan oleh Kelian / Kepala Dusun maka alat
bukti tertulis ini dapat dipersamakan dengan alat bukti otentik. Oleh karena itu
peranan pejabat umum dalam hal ini, Kelian /Kepala Dusun adalah sebagai saksi/
pengesah dari surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Surat pernyataan ini

sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat adat setempat adalah bukti yang sempurna

" dimuka hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1870 KUH Per yang berbunyi :

“ suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya / orang-
orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti sempuma tentang apa
yang dimuat didalamnya"

Selain surat pernyataan tidak keberatan ini, juga harus ada surat silsilah, surat

keterangan waris serta surat-surat keterangan lainnya seperti tersebut diatas. Jika

syarat-syarat sudah terpenuhi maka proses selanjutnya dibuatlah akta hibah oleh
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PPAT. akta hibah ini merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata,
karena dibuat oleh pejabat umum sebagaimana ternyata dalam UU Nomor 4 Tahun
1996 dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :
“ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta
pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dengan adanya bukti yang otentik tersebut maka dapat dipergunakan sebagai
alat bukti untuk pemindahan hak atau balik nama kepada si anak perempuan sebagai

penerima hibah. Sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada

anak perempuan.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dikemukakan kesimpulan
sebagai berikut

1. Perkembangan zaman yang semakin maju mempengarubi rasa keadilan serta
kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Seperti masyarakat adat di
Bali yang menganut kekerabatan patrilinial dimana hanya anak laki-laki
sebagai ahli waris. Pada kenyataannya hukum adat Bali yang sifatnya luwes
dan terbuka menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui aturan
adatnya‘yaitu awig-awig memperbolehkan pemberian warisan berupa tanah

kepada a:nak perempuan melalui hibah yang disebut Jiwadana atau Tetatadan.
2. Proses pelaksanaan pemberian tanah kepada anak perempuan di Bali,
berdasarkan awig-awignya dapat diberikan pada saat orang tuanya masih
hidup. Dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari ahli waris
lainnya yang kemudian dibuatkan akta hibah dihadapan PPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) dan selanjutnya didaftarkan di kantor BPN (Badan
Pertanahan Nasional) untuk balik nama / pemindahan haknya yang
memberikan kepastian hukum bagi anak perempuan sebagai pemilik baru

tanah tersebut.
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B. Saran - saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan ade;Iah sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan pemberian tanah kepada anak perempuan, - hendaknya
i)ihak yang terkait dalam  penyusunan awig-awig adat dalam hal ini prajuru
adat, perlu memasukkan secara tegas dan jelas mengenai cara pemberian tanah
kepada anak perempuan yaitu dengan pembuatan Surat Pernyataan Tidak
Keberatan dari ahli waris lain yang harus diketahui oleh klian adat, kepala desa
atau lurah serta camat dan kemudian dibuatkan akta hibah untul.c kepastian
hukumnya secara nasional.

2. Walaupun pewaris berhak dan bebas dalam melakukan peralihan harta
peninggalan, khususnya dalam pemberian tanah kepada anak perempuan,
hendaknya tidak melanggar tata cara dresta, agama, dan hukum yang berlaku

baik hukum adat maupun hukum nasional.
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